BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
mengajukan Rancangan  Peraturan Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang N omor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
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24.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 32 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;

Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan meliputi :
a. Laporan Realisasi Anggaran,;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 huruf a Tahun Anggaran 2014, Sebagai berikut :

a. Pendapatan .............. Rp 204.279.713.366,93
b. Belanja........c............ Rp 186.984.394.162,00
Surplus/defisit.......... Rp 17.295.319.204,93

c. Pembiayaan
- Penerimaan.......... Rp 655.054.191,00
- Pengeluaran......... Rp O.-
Surplus/defisit.......... Rp 655.054.191,00
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp5.442.533.986,07 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah -

perubahan : Rp 209.722.247.353,00
b. Realisasi : Rp 204.279.713.366,93
Selisih Lebih/(kurang) : Rp 5.442.533.986,07

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp22.747.412.191,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah-

perubahan : Rp 209.731.806.353,00
b. Realisasi : Rp 186.984.394.162,00
Selisih Lebih/(kurang) : Rp 22.747.412.191,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp 17.304.878.204,93 dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit setelah-
perubahan : Rp (9.559.000,00)
b. Realisasi : Rp 17.295.319.204.,93
Selisih Lebih/(kurang) : Rp 17.304.878.204,93




(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp655.054.191,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pem-

biayaan setelah perubahan : Rp O,-
b. Realisasi : Rp 655.054.191,00
Selisih Lebih/(kurang) : Rp 655.054.191,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pem-

biayaan setelah perubahan : Rp O,-
b. Realisasi : RpO,-
Selisih Lebih/(kurang) : Rp O,-

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp655.054.191,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto-

setelah perubahan : RpO,-
b. Realisasi : Rp 655.054.191.00
Selisih Lebih/(kurang) : Rp 655.054.191.00
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31
desember tahun 2014 Sebagai berikut :

a. Jumlah aset : Rp 405.773.540.879,98

b. Jumlah Kewajiban : Rp 3.447.084.279,00

c. Jumlah Ekuitas Dana : Rp 402.326.456.600,98
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember tahun
2014 Sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari

Tahun 2014 :Rp 761.493.361,00
b. Arus Kas dari aktivitas operasi : Rp 64.915.116.436,93
c. Arus Kas dari aktivitas invetasi -

Aset non keuangan : Rp (47.619.797.232,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan : Rp 0,-
e. Arus Kas dari aktivitas non

anggaran :Rp (339.997.344,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 desember

tahun 2014 :Rp 20.377.854.041,93

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1
huruf d tahun Anggaran 2014 memuat informasi secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam
lampiran peraturan daerah ini terdiri dari :

a.

Lampiran I :  Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

menurut  urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan



urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan Negara

b. Lampiran II :  Neraca

c. Lampiran IIl : Laporan arus kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan
Pasal 8

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 25 September 2015

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,
TTD
FURQANUDDIN MASILILI

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 25 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

TTD

ASWIN MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT

S

ABDIGUNA INDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005

NOREG 106 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : ( 08 / 2015 )



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah

Kabupaten Banggai Laut mempunyai

Daerah selama Tahun Anggaran 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN

DAERAH KABUPATEN

kewajiban membuat
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

BANGGAI LAUT NOMOR 8

Laporan



